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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perilaku dari makhluk yang hidup di dunia
dalam proses berkembang biak, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Tidak hanya manusia yang melakukan suatu perkawinan, akan tetapi perkawinan
juga dilakukan oleh makhluk lainnya. Perkawinan menjadi suatu kebudayaan yang
hidup di tengah masyarakat secara beraturan. Perkawinan ada di berbagai kalangan
masyarakat sesuai dengan strata masyarakat, bagi masyarakat yang sederhana,
perkawinan dilakukan secara sempit dan tertutup, sedangkan di kalangan

masyarakat modern perkawinan dilakukan secara luas dan terbuka.

Munculnya aturan tata tertib mengenai perkawinan telah ada sejak masyarakat
sederhana, yang dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat, baik oleh pemuka
maupun anggota masyarakat. Dan aturan tersebut terus berkembang maju hingga
dijadikan aturan pada masyarakat modern sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Budaya dan aturan perkawinan yang ada di masyarakat selalu berkaitan

dengan lingkungan serta pergaulan masyarakatnya.'

Bagi setiap orang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Setiap orang
hanya ingin melakukan perkawinan sekali seumur hidup, oleh karena itu segala

sesuatunya telah dirancang dengan baik. Ketentuan mengenai perkawinan diatur

! Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003,
Him.1



didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam pasal 1 menyatakan
bahwa “perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut undang-
undang perkawinan, perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum yang
melahirkan suatu ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan
yang memasukkan nilai-nilai agama didalamnya. Sahnya perkawinan tidak hanya
dapat memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga memenuhi syarat dari masing-

masing agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan.’

Adapun syarat sah dari perkawinan itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan pasal 2 menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3  juga

menjelaskan mengenai asas perkawinan yaitu:

2 Wahyu Ernaningsih Dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang
Palembang, Palembang, 2006, Him.16-17



1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki
seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Setelah dilihat dari asas perkawinan diatas maka seorang suami boleh memiliki
isteri lebih dari satu apabila memenuhi syarat yang ada di dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 4, yang berbunyi:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada asas dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri
sering dikenal didalam kalangan masyarakat dengan asas monogami, pengertian
dari monogami itu sendiri adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan. Prinsip pernikahan seperti ini dianut juga di dalam islam

seperti yang di jelaskan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 berbunyi:
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-

Nisa’ : 3)°

Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat
orang perempuan di dalam satu kehidupan perkawinan, yang hidup secara
berdampingan. Di dalam islam seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari

satu dengan ciri sebagai berikut:

1. Dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu
perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri-ciri ini dilarang di dalam
islam

2. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan
surat An-Nisa’ ayat 3

3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu, yaitu laki-laki dapat

berbuat adil kepada isteri-isterinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.*

3 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, HIm.59
4 Ibid, Hlm.60



Dijelaskan juga mengenai seorang laki-laki yang ingin beristeri lebih dari satu

dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai
empat isteri.

2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi,

suami dilarang beristeri dari seorang.

Sesuai dengan penjelasan mengenai asas monogami pada pasal 3 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak. Maksudnya hanya bersifat
pengarahan saja guna mempersulit proses yang akan ditempuh bagi laki-laki yang
ingin memiliki isteri lebih dari satu. Namun sistem poligami itu sendiri masih ada,
yang dikhawatirkan apabila sistem poligami ini masih ada dapat merugikan kaum

perempuan, terutama bagi anak-anak yang mereka lahirkan.’

Pada prinsipnya poligami tidak hanya dilakukan oleh beberapa kalangan
tertentu tapi juga dilakukan oleh seluruh kalangan hal tersebut dilakukan
menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti halnya, tindak asusila,

pelecehan seksual serta perdagangan perempuan. Namun berbeda halnya pada masa

5 Ali Uraidi, “Kajian Hukum Terhadap Poligami Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil
Negara (ASN) Ditinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,
https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/view/789/562, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume
XIV, Nomor 1, Mei 2016, Him 1412




sekarang poligami dilakukan guna dapat terpenuhinya hasrat biologis saja, tanpa
adanya pemikiran mengenai hak-hak perempuan yang harusnya tidak boleh

dilanggar.®

Selain dari istilah poligami (laki-laki memiliki isteri lebih dari satu) di kenal
juga istilah lain yaitu poliandri (wanita memiliki suami lebih dari seorang). Adapun
yang disebut dengan poliandri itu sendiri adalah suatu sistem perkawainan yang
menganut asas seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang
bersamaan. Sedangkan dalam islam definisi poliandri adalah perkawinan antara
seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki yang di dalam hukum islam

itu dilarang, sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 24, Allah SWT berfirman :
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“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba
sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah
atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian
itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.
Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah

maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika

® Imran Gaib dan Nova Effenty Muhammad, “Komunikasi Efektif Bagi Pasangan
Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango ", https://doi.org/10.30603/am.v14i2.960, Jurnal
Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, Hlm.245




ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh,

Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (An-Nisa’: 24)’

Dari penjelasan diatas maka seorang laki-laki tidak boleh memiliki lebih dari
seorang isteri, namun masih ada terjadi beberapa penyimpangan, seorang laki-laki
memiliki lebih dari seorang isteri, hal tersebut dilakukan oleh Aparatur Sipil
Negara. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.® Pada
aturan Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.
Namun ada Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan poligami. seperti kasus
poligami yang ada pada putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Lbs. Pemohon (isteri
kedua) mengajukan permohonan karena suami belum menceraikan isteri
pertamanya dan juga suaminya menyebarkan berita yang tidak benar mengenai

isterinya kepada atasan dan rekan kerja isteri keduanya.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara pria
bisa memiliki lebih dari satu pasangan setelah memenuhi beberapa syarat, yang

tercantum di dalam pasal 4 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib

memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

7 Ibid, Him.60
8 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara



2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat.

3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara
tertulis.

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk

beristeri lebih dari seorang".

Di Indonesia ada pengecualian mengenai poligami apabila memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga tidak sedikit
orang yang ingin atau telah melakukan poligami tidak hanya dilakukan oleh

masyarakat saja tapi juga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mengenai perkawinan seorang
Aparatur Sipil Negara, jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan
tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Surat Edaran Nomor :
08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,

sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil kecuali pegawai bulanan disamping pensiun dijatuhi
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai Pegawai negeri sipil, apabila:

a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
b. Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

c. Menjadi isteri kedua/ketiga’keempat dari pegawai negeri sipil.



d. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan pegawai negeri
sipil tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat

e. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita diluar ikatan perkawinan
yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat, tidak

menghentikan perbuatan hidup Bersama itu.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, oleh karena itu penulis
tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul ANALISIS TERHADAP
APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN POLIGAMI
BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

B. Rumusan Masalah

Dalam pelanggaran mengenai poligami yang dilakukan oleh Aparatur Sipil
Negara telah melanggar asas perkawinan yang dimuat di dalam pasal 3 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka penulis menarik beberapa permasalahan,

sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaiannya jika terjadi permasalahan mengenai

poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara?
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2. Sanksi dalam bentuk apakah yang akan diterima oleh seorang Aparatur Sipil

Negara yang melakukan poligami?

C. Tujuan Penulisan

Dari beberapa permasalahan yang diangkat, maka penulis memiliki tujuan

penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian jika terjadi permasalahan mengenai
poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang akan diterima oleh seorang Aparatur

Sipil Negara yang melakukan poligami

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis dapat menguraikan beberapa manfaat dari hasil

penelitian mengenai Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan lebih
lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik yang
serupa dikemudian hari dan meningkatkan wawasan pengetahuan bagi
kalangan akademis dalam mempelajari hukum, terutama mengenai

perkawinan
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2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat
untuk menambah wawasan, serta dapat dijadikan bahan bagi pemerintah
untuk mencegah terjadinya poligami di kalangan masyarakat yang

dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan ini sesuai dengan permasalahan yang telah
dirumuskan dan dibatasi hanya pada kajian tentang poligami yang bertentangan
dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori konseptual yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini

adalah:

1. Konsep Perkawinan
Suatu perkawinan terbentuk atas dorongan beberapa unsur yang
dibutuhkan dalam kehidupan, unsur-unsur itu yaitu : unsur kebutuhan dan
fungsi biologik, unsur menurunkan, untuk kebutuhan dalam hal kasih

sayang serta persaudaraan, dan unsur yang terpenting ialah memelihara
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serta mendidik anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut tanpa
membedakan kasih sayang antar anak, perkawinan lahir dari berbagai
bentuk yang berfungsi sebagai Lembaga.’ Di Indonesia banyak konsep
mengenai perkawinan itu sendiri yang mana perkawinan yang dilihat dari
perundang-undangan, hukum agama, serta perkawinan menurut pandangan
hukum adat.

Mengenai ketentuan perkawinan secara umum diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan yang dilihat berdasarkan
ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26 berbunyi:
“perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan
perempuan untuk waktu yang lama”. Perkawinan dikatakan sah apabila
memenuhi syarat yang ditelah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata serta mengenyampingkan syarat peraturan yang agama yang ada.'’

2. Teori Kepastian Hukum
Pandangan Hans Kelsen terhadap hukum, hukum adalah suatu sistem
norma, norma merupakan sebuah pernyataan yang lebih ditekankan pada
aspek das sollen (seharusnya) disertai dengan Peraturan-Peraturan
mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam Undang-Undang

mengandung aturan yang sifatnya umum yang dijadikan sebagai pedoman

° Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta,
2010, HIm.100
19 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm.23
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mayarakat dalam bertingkah laku sehari-harinya. Baik itu tingkah laku
sesama individu maupun tingkah laku yang berkaitan dengan masyarakat.
Aturan itu digunakan sebagai batas di dalam masyarakat pada saat
melakukan tindakan, dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan
kepastian hukum bagi setiap individu.'!

Utrecht memiliki pandangan mengenai kepastian hukum. Menurut
Utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu: pengertian yang
pertama berupa aturan yang sifatnya umum agar subjek mengetahui mana
perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua berkaitan mengenai
keamanan hukum terhadap pemerintah yang melakukan penyelewengan

hak dan kewajiban kepada subjek hukum!?

Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia dilandaskan pada Pancasila
sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep-konsep rechtstaat dan rule of
the law menjadi acuan dalam pembentukan konsep perlindungan hukum
yang diperuntukan bagi rakyat barat. Karena penggunakan rancangan
berfikir yang digunakan oleh masyarakat barat dengan berlandaskan

Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia

Hlm.23

11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.158
12 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
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ialah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia yang dikandung oleh Pancasila. Teori perlindungan hukum yang
dilakukan oleh pemerintah bersumber pada konsep mengenai pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bila dilihat dari sejarah
di barat maka lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan di dasarkan
pada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban dari masing-
masing pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah.'?

Muchsin mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum,
perlindungan hukum suatu tindakan penyelarasan antara nilai-nilai (kaidah-
kaidah) berupa suatu sikap dan tindakan guna menciptakan suatu ketertiban
yang didambakan oleh suatu negara'*

Perlindungan hukum terhadap subjek hukum dengan menggunakan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya
adanya sanksi bila melakukan penyimpangan. Perlindungan hukum dibagi

atas dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Pemerintah memberikan perlindungan guna mencegah terjadinya
suatu pelanggaran, dengan cara memberikan batasan-batasan dalam

proses pelaksanaan hak dan kewajiban.

13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
1987, Him.38

14 Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Magister
Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Him.14
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2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah setelah terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, berupa sanksi,

dalam bentuk denda, penjara dan hukuman tambahan. !

4. Teori Disiplin Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan
apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara. Dan melaksanakan tugas dan wewenang
berdasarkan kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang diatur di dalam
pasal 5 yang berbunyi:
1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: a. melaksanakan
tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani
dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau
Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

15 Ibid, Hlm.20
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f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g.
menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h. menjaga agar tidak
terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i.
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan; j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas,
status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k.
memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN; dan 1. melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

selain dari kode etik dan kode perilaku diatas ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan oleh Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan
perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil, sebagai berikut:
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1. Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang akan
melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari
Pejabat”.

2. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan
beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari
Pejabat”.

3. Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak
diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat”.

4. Pasal 14 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama
dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan

suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah”.

G. METODE PENELITTIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Berdasarkan objek hukum yang diteliti, maka di dalam penelitian ini penulis
menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung
penelitian empiris.. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang
meneliti bahan pustaka berdasarkan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam
ilmu hukum.!'® Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang
diperoleh dari fakta-fakta empiris di lapangan hal tersebut dapat ditemukan

pada perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapat dari

16 H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, Hlm.24
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wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan
langsung terhadap objek penelitian. Selain itu penelitian empiris dapat
digunakan untuk mengamati hasil yang diperoleh dari perilaku manusia
berupa peninggalan yang dapat dilihat secara langsung baik fisik maupun
arsip.!” Dalam mendapat data lapangan akan dilakukan wawancara dengan
staf Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang
beralamat di JL Letjen Yusuf Singadekane, Muara Baru, Kayu Agung,
Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
30867, telepon (0712) 322020.
2. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach)
Pendekatan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan objek hukum yang
diteliti'®
b. Pendekatan kasus (case approach)
Pendekatan yang dilakukan dengan tujuan mengkaji penerapan norma-
norma (kaidah-kaidah) hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan

praktik hukum."

Y7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Him.280

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2009, Him.93

1% Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT: Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, Him.133
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada beberapa jenis bahan hukum yang

digunakan, bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara

langsung dari sumber utama, yang memiliki kekuatan hukum mengikat

yang memiliki sifat autoriatif yang ada pada peraturan perundang-

undang yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti, antara lain:

a)
b)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
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b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari
sumber kedua yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bahan
primer yang terdiri dari doktrin, teori yang diperoleh dari bahan hukum,
karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang
diperoleh dari media massa.

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai
bahan hukum sekunder yang diperoleh dari jurnal hukum yang meliputi

kamus hukum dan ensiklopedia.*’

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis terlebih dahulu
melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta
sumber hukum lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang
diteliti oleh penulis.?!  Pengumpulan bahan hukum diperoleh secara
normatif yaitu dilakukan studi kepustakaan, dengan cara mencari, memilah,
mengkaji serta mengutip baik itu dari literatur, maupun bentuk cacatan

ataupun arsip yang ada.

20 Aminnuddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2014, Him.30
2 Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit., Him.109
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif.
Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung di
dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan yang dibuat hakim
yang berkekuatan hukum tetap serta norma-norma (kaidah-kaidah) hukum
yang berkembang di dalam masyarakat.*?

Dalam menganalis bahan hukum, Teknik analisis yang dilakukan
oleh penulis yaitu Teknik analisis kualitatif yang mana hasil dari penelitian
yang dilakukan oleh penulis secara penelitian kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier yang telah diperoleh dan
disusun secara rapi oleh penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang dianggap penting
dalam proses penelitian, yang erat kaitannya dengan objek hukum yang
diteliti berdasarkan kerangka teori yang dibuat oleh penulis.?® penarikan
kesimpulan dilakukan dengan kerangka berfikir deduktif, yaitu penarikan
kesimpulan yang dilakukan dengan melihat dari hal yang sifatnya masih
umum kemudian dikerucutkan kepada kesimpulan yang sifatnya lebih

khusus.?*

22 Ibid, Hlm.105

2 Bagong Suyatno Dan Sutiah, Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan
Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2011, HIm.296

24 Amirrudin Dan Zainal Asikin, Op,. Cit., Him.18
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